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Kantor Advokat/Konsultan Hukum 

BARON HARAHAP & PARTNERS 
Alamat: JI.MT. Haryana Kampleks Ruka dan Perkantaran Bank BCA Kendari Na mar 11, Kecamatan Wua-Wua, Kata 
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp/ Hp:081 1 404 910, email: 

Hal 

Jakarta, 22 Januari 2025 

Keteranqan PIHAK TERKAIT Perkara Nomor : 143/PHPU.BUP-XX/11/2025 
yang dimohonkan oleh Pasanqan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Konawe Kepulauan, Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Tahun 2024 

Yang Mulia Ketua MAHKAMAH Konstitusi 

Jalan Meden Merdeka Barat Nomor 6 
Jakarta Pusat 

DITERIMA DARI : '\l.��-�}.�@.!� 

No. Ji.$... IP H PU. BU P .. -: �� f.l.l...120 .".4�.

Hari (2<,lbu 

Dengan hormat, bersama ini kami: Tanggal: 2'2 �OV\UOr\ 701.S

1. Nama

Pekerjaan/Jabatan

Kewarganegaraan

Alamat

2. Nama

Pekerjaan/Jabatan

Kewarganagaraan 

Alamat 

RIFQI SAIFULLAH RAZA 

Wiraswasta 

Indonesia 

J� 0�. � 'l. Wit}

Lantula RT/RW.000/000, Desa Lantula, Kecamatan 
Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, 
Provinsi Sulawesi Tenggara. 

MUHAMAD FARID, S.E. 

Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten 
Konawe Kepulauan) 
Indonesia 

Kekea RT/RW.000/000, Desa Kekea, Kecamatan 
Wawonii Tenggara, Ka bu paten Konawe Kepulauan, 
Provinsi Sulawei Tenggara. 

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2025, dalam hal ini 
menerangkan, memberi kuasa kepada: 

1) BARON HARAHAP SALEH,S.H.,M.H.

2) MUHAMAD RIZAL HADJU,S.H.
3) MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ,S.H.,M.H.

(NIA: 10.00987) 

(NIA: 16.03194) 
(NIA: 23.10609) 

4) MUHAMAD SUHANDRl,S.H.,M.H.Li

5) LAODE MUHAMMAD DZUL FIJAR,S.H.

(NIA: 22.00595) 

(NIA: 23.10604) 
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suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah sifatnya sementara 

namun kini menjadi permanen, sebab Badan Peradilan Khusus yang 

dituju ketentuan norma Pasal 153 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi 

dibentuk. 

3) Bahwa selanjutnya norma Pasal 154 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan

bahwa:

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan 
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi 
atau KPU Kabupaten/Kota kepada MAHKAMAH Konstitusi". 

4) Bahwa lebih Ian jut perihal objek perselisihan telah diatur di dalam

Pasal 2 Peraturan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK

3/2024) sebagai berikut:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah 
Keputusan Termohon mengenai penetapan peroleh suara 
hasil pemilihan yang dapat memenqaruhi penetapan ca/on 
terpilih." 

5) Bahwa untuk menguji apakah perkara a quo adalah terkait perselisihan

penetapan perolehan hasil suara tahap akhir pemilihan sehingga

merupakan ranah wewenang MAHKAMAH untuk mengadilinya

sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang

dipertegas dengan Putusan MK 85/2022 juncto Pasal Pasal 2 PMK

3/2024 setidaknya mesti diukur pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:

a. Apakah objectum litis permohonan adalah keputusan perolehan

penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ?;

b. Apakah legal issue yang dimohonkan PEMOHON pokoknya adalah

sekaitan dengan adanya perbedaan penghitungan rekapitulasi

hasil perolehan suara tahap akhir pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024?;

c. Apakah kewenangan mengadili MAHKAMAH harus dilepaskan dari

norma Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas?.

6) Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut di atas, dalam

perkara a quo yang menjadi objectum litis sebagaimana permohonan

PEMOHON adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
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Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan 

Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (Vide Bukti PT-1), akan tetapi 

jika mencermati dalil yang diuraikan oleh PEMOHON dalam 

permohonannya berikut bukti yang diajukan untuk menguatkan 

dalilnya, secara umum hanya terkelompok pada 3 (tiga) hal, yaitu: 

PERTAMA, mengenai pelanggaran kampanye diluar jadwal yang 

dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (Vide: dalil Permohonan angka 2 

dan 3). 

KEDUA, mengenai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan Aparat Desa dan Kader Desa lingkup Pemerintah Daerah Konawe 

Kepulauan (Vide: dalil permohonan angka 4, 5, 6, dan 13.1 ). 

KET/GA, adanya praktek money politik dan joki pemilih (vide: dalil 

permohonan angka 6, dan 13.2). 

Sedangkan mengenai dalil adanya penggelembungan dan pergeseran 

suara dalam permohonan PEMOHON tidak dapat dipandang sebagai 

dalil substansi sebab tidak diikuti dengan bukti yang cukup dan relevan 

(Vide: dalil permohonan angka 11, 13.4 dan 14). Dalil tersebut 

sengaja ditampilkan kepada MAHKAMAH sekadar hanya untuk 

menyiasati MAHKAMAH, agar tampak seolah ada signifikansi dengan 

hasil pemilihan aqua. 

7) Bahwa uraian permohonan PEMOHON a quo bila ditautkan dengan

kewenangan MAHKAMAH Konstitusi yang telah diberikan oleh UU

10/2016 maka haruslah dinyatakan bahwa MAHKAMAH tidak

berwenang mengadili perkara a quo sebab penyelesaian masalah dari

ketiga hal yang substantif ada di dalam permohonan PEMOHON a quo

adalah menjadi wewenang lembaga lain yaitu:

■ PERTAMA, mengenai dalil PEMOHON tentang kampanye diluar

jadwal adalah merupakan bentuk dan wujud pelanggaran

administratif pemilihan yang merupakan ranah dan wewenang

Sadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk

menyelesaiakannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU 10/2016;

■ KEDUA, mengenai dalil Netralitas ASN, Aparat Desa dan Kader

Desa juga merupakan bagian dari tindak pidana pemilihan

sebagaimana ketentuan Pasal 188 UU 1/2015 sehingga menjadi

wewenang dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan

ketentuan Pasal 152 UU 10/2016 dan juga merupakan bagian dari
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ranah etik dan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu); 

• KETIGA, mengenai dalil politik uang (money politics) merupakan

tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187 A ayat

(1) UU 10/2016 yang merupakan wewenang dari Sentra

Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 152

ayat (1) UU 10/2016;

8) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh

MAHKAMAH telah dipertegas dalam putusannya, yakni:

Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 pada 

paragraph 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan: 

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada 
huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa 
kedudukan MAHKAMAH dalam hubungannya dengan 
keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana 
Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas­
batasnva, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi 
lainnva sesuai dengan kewenanqannva masinq-masinq

1 
vaitu 

(i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penye/esaiannya
ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya
masing-masing (vide Pasa/ 10 UU 10/2016); (iij untuk sengketa
antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di
tangan panita pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya
masing-masing (vide Pasa/ 22B, Pasal 30, dan Pasa/ 33 UU
10/2016(; (iii) untuk sengketa penetapan pasangan ca/on
kewenangan penye/esaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan
dalam lingkugan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A,
Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana
pemilihan kewenangan penye/esaiannya ada ditangan Sentra
Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksanaan (vide Pasal 152), dan
Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146
UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan
kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang
dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebe/um terbentuk
kewenangan itu diberikan kepada MAHKAMAH Konstitusi (vide
Pasal 157 UU 10/2016).

Bahwa berikutnya pertimbangan a quo juga dipertegas di dalam 

Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 pada 

paragraph 3.1 huruf c halaman 205; 
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9) Bahwa perihal krusialnya kewenangan MAHKAMAH dalam hal

menerima, memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan

perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mestilah

ditautkan dengan keberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 mengenai

ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil

perhitungan suara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

52/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.3 huruf b

halaman 209 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa da/am hubungannya dengan Pasa/ 158 UU 10/2016, 
MAHKAMAH tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan 
Pasal 158 UU 1012016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 
10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan 
pendiriannya snediri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-X/11/2015, bertanggal 9 Juli 
2015. dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 
1/2017. Demikian pula, MAHKAMAH tidak mungkin 
mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa 
mencampuradukkan kedudukan MAHKAMAH sebagai pelaksana 
(sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan 
kedudukan MAHKAMAH sebagai pengadil Undanq-Undanq atau 
kedudukan MAHKAMAH dalam melaksanakan kewenanqan 
lainnya yang diturunkan dari Pasal 24G UUD 1945. 
Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang 
hanya dapat dilakukan oleh MAHKAMAH tatkala MAHKAMAH 
sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya 
oleh Konstitusi, in casu Pasal 24G ayat (1) UUD 1945, bukan 
tatkala MAHKAMAH sedang menjadi pelaksana ketentuan 
Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. O/eh 
karena itu, MAHKAMAH tidak sependapat dengan dalil 
PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif 
lalu "memaksa" MAHKAMAH untuk disatu pihak, mengubah 
pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum 
sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks 
akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain 
memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka 
yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 
UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan 
permohonan kepada MAHKAMAH, padahal mereka boleh jadi 
memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama 
kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan a

quo. 

10) Bahwa adapun pembagian ambang batas berdasarkan norma Pasal

158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut:
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"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wa/ikota dan 
Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan 
penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan 
ketentuan: 

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 250.000 (dua ratus lima pu/uh ribu) jiwa,
pengajuan peselisihan perolehan suara di/akukan jika
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara
tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus

ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan

apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu

kome lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500. 000

(lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)

jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir

yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari

1.000.000 (satu juta) jiwa, jiwa, pengajuan peselisihan

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 0,5% (no/ koma fima persen) dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan

oleh KPU Kabupaten/Kota;

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut di atas, jug a dapat 

dapat dilihat di dalam Lampiran I PMK 3/2024 halaman 45 dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota 

No. Jumlah Penduduk 

1. :5,; 250.000 

2. > 250.000 - 500.000

3. > 500.000 - 1.000.000

4. > 1.000.000

Perbedaan Perolehan Suara 

2% 

1,5% 

1% 

0,5% 

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 

Perkara Nomor: 143/PHPU.BUP-XXlll/2025 
7 























































































































































No. Urut Pasangan Calon Bupati Perolehan 

Suara 

dan Wakil Bupati 

1 ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P 1.722 

H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos

2 H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. 2.129 

H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si

3 WA ODE NURHAYATI 8.381 

M. YACUB RAHMAN, SP

4 RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T 14.255 

MUHAMAD FARID, SE 

Jumlah Seluruh Suara Sah 26.487 

Atau, 

Apabila Mahkamah Konst itusi berpendapat lain, mohon Putusan yang adil 

dan berkeadilan (ex aequo et bono). 

MUHA 

HORMAT KAMI, 

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 
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